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an Pilkada Cairl
nitu,alotnyapen- sangat strategis. Karena itu, pi-

tidak terlepas dari haknya mendesak agar pencairan
,arat administrasi dana-dana pendukung itu harus
ilengkapi. "Sepan- segeradirealisasikan.Terlebih,
a belum lengkap, saat ini telah memasuki masa
nibisamencairkan kampanye yangrentan terhadap
Rahoela. gangguan kamtibmas. "Kamr

rharap dengan berharap pqoses pilwali ini tidak
, dapat berman- sampai meriggangsu kdamanan,

amanan pemilihan namun antiiipasinya harus tetap
mendatang. menjadi perhatian," ujar Kiana.
diberitaka4Ketua Disebutkan,dalamAPBDinduk

'at DPRD Kota Den- dan perubahan yang telah ditetap-
'uta Ngurah Putta kan,jumlahdanayangdialokasikan
ksi Hanura DPRD untukkelancaranpilwali,cukupbe-

ut Kiana, ber- sarDanayangdialokasikankeKpU
tersebut segera mencapai Rp 16,6 milia4 Panwas

as pilwali sudah dialokasikan sebesar Rp 4,2 milia4
a itu, anggaran polisi mendapat alokasi anggaran

nan harus segera Rp 2,6 miliar; dan TNI sebesar Rp
keduanya. 548juta. "lniyangsudah ketokpalu,. 548juta. "lniyangsudah ketokpalu,

dukun- kalau ada perubahan saya tidak
rladai atpl!ryalL tahu;'jelasSusruta. rGn

DanaPengam
DENPASAR, NusaBali

Pemkot Denpasar telah men-
cairkan dana sebesar Rp 2,6 miliar '

untuk pengamanan pilkada, 9 De-
sember 2015. Lambatnya pencai-
ran dana pengamanan pilkada itu
karena masuk dalam APBD oe-
rubahan, serta banyakiya syarat
administrasi yang mesti dipenuhi.

"Dana pengamanan Pilkada
Denpasar sudah cair. Pencairan
dana itu telah dilakukan bagian
keuangan. Dana pengamanan
sudah ditransfer kepada instansi
terkait, per 19 Oktober 201,5," ujar
Kepala Bagian Humas dan Proto-
kol Pemkot Denpasar IB Rahoela
sembari memperlihatkan bukti
transfer; Selasa (20/10).

Lambatnya pencairan dana ini,
kata dia, karena dana itu diang-
garkan dalam APBD perubahan.
Sehingga Oktober baru bisa ditin-

cairan dana
banyaknya
yang harus
lang syarat

Pihaknya
cairnya dana

Denpasar lB

berjalan. Ka
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Risiko Demi Cairnya
Dana Bansos-Hibah

* Panggil Gubernur untuk Kesepakatbn

Pencairan Lewat Acuan Perda APBD-P

DENPASA& NusaBali
DPRD pali habis kesabaran

atas macbtnya pencairan dana
bantuan sosial fbansos) dan
hibah, menyusul adanya Surat
Edaran (SE) Mendagri yang
mengharuskan penerima ban-
sos berbadan hukum. Dewan
pun akan panggil Gubernur Bali,
guna bikin kesepakatan untuk
mencairkan bansos dengan
acuan hukum Peraturan Daerah
[Perdal APBD Perubahan.

Ketua DPRD Bali, Nyoman
Adi Wiryatama, menegaskan
Dewan bisa mencairkan bansos
dan hibah dengan acuan hukum
Perda APBD Perubahan yang
sudah diverifikasi Mendagri.
Ini jauh lebih memungkinkan,

ketimbang menunggu payung
hukum pencairan bansos me-
lalui Peraturan Gubernur (Per-
gubJ yang masih diajukan ke
Mendagri.

Menurut Adi Wiryatama,
mengajukan Pergub ke Mendag-
1i untuk mencairkan bansos
dan hibah justru tidak masuk
logika dan bisa tanpa legalias.
$oalnya Mendagri belum pasti
akan meloloskan verifikasi Per-
gub yang diajukan dari Bali.
Nah, supaya ral<yat yang sudah
menunggu bansos tidakmenjadi
korban, kata dia, DPRD BaIi akan
birinisiatif mencairkan bansos
yang sudah masuk di Perda
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"-" y"ng perlih suara terbanlak sed'
APBD Perubahan 2015. ' Bali unh* kursi DPRD Provinsi

''Nanti kita panggil Gubernur,l dalam Pil4g 2014 ini
kita kumpulkan seluruh 55 anggota I Sedan#gn anggota Fraki Gol-
DPRDBaliKitabikinsajakesepaka-l kar DPRq Bali Dapil Badung, Ida
tan demi ralg/at Bali. Bansos kan ha' Bagus Pa{afusuma, menyatakan
rus dicairl€n Ini ialan te
kamirancang," ujarAdi

Kecamatbn Baturiti, Tabanan
suam

a, menyatakan
pemikian Adirus dicairt€; Iniialan teralr*riryang sepakat flepgan pemikian Adi

kami rancan&" ujar Adi Wiryatarta i WiryatanF- Menurut lB Padakusu-
diGedung DPRD Bali, Niti Mandala' ma, bansfs sudah ditanya-tanya

Dewan Siap Rildiko Demi Cairnya Dana... v
ketesasan sikap Gubernur Made
Man;ku Pastik-a. "Mau disesuai-
kan dengan ketentuan peraturan,
silakan dan memang begitu. TaPi,
ada Dersoalan walcu di.sini. Ini kan
tidak bisa dibiarkan mengambang:
Ada masa bedakunya anggaran itu,"
bndas f€dekPiana"

"Yang terpenting, ada sikaP
dulu-lah. Jangan hanya istilah'mis-
alkan' dan 'kalau'. Kita ya sangat
berharap bisa segera diambil sikap
tesas dan pasti terkait Pencairan
ba"nsos ini,'-' hniut politiai asal Su-
kawati yang tuga mantan Ketua
Fraksi PDIP DPRD Gianyar ini

Menurut Kadek Diana, sebet-
ulnl? ada solusi kalau bansos dan
hibah tidak bisa cair. Yakni, an8-
saran vanc diDos-tins dihibahkann
itau aiaiN<ari te uelania di SKPD
(Satuan Ke4a Perangkat Daerah)
lewat program kegiatan. "HanYa

saja harus dilakukan perubahan
KUA fKebijakan Umum Angga-
ran) dan PPAS fPlafon Perencan-
aariAngaran Simenara)," Papar
Kadek Diana

Sementara inr" Plt l&ro Humas
Setda Provinsi Bali, Ketut Teneng
mengatakan proses Pencairan
dana-bansos niasih diverifikasi di
pusaL 'Ya, sebai-l,mya tunggu dulu
itu- Pak Gubernur sendiri sudah
memproses seluruh anggaran yang
diajukan oleh masyarakat," uiar
KetutTenens saatdikonfi rmasi Nu-
sa8ali secar;terpisah di Denpasar,
Selasa kemarin

"Soal nanti ada undangan dari
Dewan, tentu melihat agenda
pimpinan kami fGubemur). lbhu
iienii rahrat keirapa tidali? Tapi,
sekarang bolanya ada di pusat,"
laniut bircbat asal Desa Les, Ke-
caiutan Tejakula, Buleleng yang
juga Kepala lnspektorat Provinsi
Bali.6 nat

Denpasaiselasa (20/10). I masyara$t Aai. xalau sampaitidak
Adi Wiryatama menegaskan,l cair, ang+ta Dewan selaku yang

demi bisa caimya banbos dan hibah J memfasilihsi bansos akan malu
ini, 55 anggota DPRD Bali nanti lblaulbansos tidak cair akhir
harus iuga siap tanggung risikonya- tahun 2015 ini, bocok abng (malu
"Bagi saya, kalau tidak berani bela, saya). Ka+ ini mengulangi Peris-
.;kir; i;;;;; segiia risit<onya. ii'.i,i'rrt'"f zot: di ".-ibln.o'
Iebih baik;uMui saja. Hari ini gagal cail. Anggota Dewan kala
fkemarin] saya telepon Mendagri itu tidak oer"ani menemui rakyat,fkemarin) saya telepon Mendagri itu tidak berani menemui rakyat,
ial fialio Kumolo; tapi katanya karena didnggap telah berbohong"
belum ada keputusan. Padahal, kenang politisi Golkar asal Desa
waktu sudah singat mepe!" ujar Mamb;I, Kecamatan Abiansemal,
politisi senior PDIP yang mantan Badungini.
Bupati Tabanan 2000-2005 dan Beda lagi statemen an€gota
2005-2010 ini. Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Bule-

Menurut Adi Wiryatama, pa- leng, Ketut Kariyasa Adnyana.
vune hukum untuk pencairan Menurut Karivasa, dana bansos di
'banios bagi rakyat Bili sebena- APBD Perubahan 2015 yang hdak
rnya sudahjelas, yani Perda APED cair ini merupakan bagian tak ter-
.p,iut"tran 2ots. perd" iniadatatt pisahkan dari APBD lnduk 2015
Ianiutan dari Perda APBD Induk iadll€tadiatidakadaalasanuntuk
2015. "lnduk bisa cair, ini di tahun tak mencairkan bansos.
yang sama kok tidakbisa cair? San' "Soal penerima bansos harus
ilat aneh. Nanti kami rancang De- berbadan hukum, ketentuan itu
;an membuat statemen bersama kan baru berlaku tahun 2016 men-
Kasihan masyarakat menunggu datang, Hasil konsultasi Panitia
terlaiu lama caimya bansos terse Angggaran (Pan8gar) DPRD Balj
but " tegas Adi Wiryatama" iuga sama: bansos sebenarn," bisa

Saat ini, ada Rp 46 miliar dana dicairkan. Cuma, karena penafsiran
bansos yang difasilitasi DPRD SE Mendagriinidirespons ekkeutil
Bali dalam APBD Perubahan [Pemprov Bali] dengan mengirim'
2015, yang bisa menjadi SILPA kan Pergub lagi, harus ditunggu"
lsisa Lebih Perhitungan Angga- tegas poliisi PDIP asal Busungbiu,
ran). Dana ini sudah ditunggu Bulelengini.
rakyat. M akanya, kita akan pang' Sebdliloya, anggota FraksiPDIP
qil Gubernur, anggota Dewan DPRD Bdli Dapil Gianyar, IlGdek
iuga dirapatkan,' tegas poliisi Diana, mengatakan yang terpent-
asal Banjar Tegeh, Desa Angseri, ing dibutuhkan sekarang adalah
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Dugaan Koru

Saksi Ng

TERDAKWA kasus dugaan korupsi iembatan Lemukih, Hi

ruang sidang usai ialani persidangan di Pengadilan Ti

Sidang dugaan korupsi pemban- - mengecel
gunan jembatan di Desa Lemukih, Banuwati
Buleleirg dengan dua terdakwa, nah melil
yaitu Wayan Wenten yang meru- fTnu. n
nakan Peiabat Pelaksana Teknis hakim piirakan r6labat Pelakiana Teknis hakim I

kegiatan (PPTKI dan Hj Arisya arditha.
Agustina yang merupakan rekanan I". T.
pioyek ailanJuttan-ai Pengadilan bagai PPI

TipiXor Denp_asat Selasa [20/10)' ke lokasi
Dalam sidang, saksi Banuwati tersebut.

yang merupakan Panitia Penerima hasil pek
Hasil Pekerlaan (PPHP) mengaku kelokasi,'

i Jembatan Lemukih /

nahTidakPer
Proyek

beralasan dirinya tidak pernah
ngecek proyek karena tidak
ada permintaan dari rekanan
proyek.

Namun Banuwati mengaku

. sempattandatangan hasil laPo-
ran pengerjaan yang menye-
butkan sudah terealisasi 45
persen. Padahal, wanita beram-
but pendek ini mengaku tidak
pernah turun ke lokasi. "Lalu
dari.mana anda bisa tanda tan-
gan laporan hasil pengerjaan
45 persen ini?," tanYa majelis
hakim.

Banuwati yang sudah ter-
: pojok tetap mengatakan tidak

tahu terkait laPoran tersebut
. .MJSAMI"IIIENDPA

Agustina berlalan tinggalkan
dan hanya tanda tangan mengi-
kuti tanda tangan pelabat lain-
nya. "Saya hanya tanda tangan
saia karena waktu itu sudah

Denpasar Selasa (20/1 0).

h turun ke lapangan sore dan laporan harus selesai,"
ujarnya.

Keterangan Banuwati ini juga
sempat membuat kuasa hukum
kedua terdakwa emosi. Kuasa hukum
Wenten, Made Adnyana sempat
menanyakan honor yang diterima
Banuwati sebagai PPHP MeskiPun
ia tidakpernah melalmkan pekerjaan

tersebuL "Saya dapathonor RP 150
ribu tiap bulan selama 12 bulan,"
terangnya.6 rez

proyek. Parahnya lagi,
uga mengaku tidak per-
rt kontrak keria. Hal i4i

ing emosi majelis
nan Dewa Gede Su-

seharusnya se-
t, Banuwati harutturun
irtuk mengecek proyek

Bukan hanya menerima
rjaan saja tanpa ngecek

Suarditha. Banuwati
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Eksekutif Suka-bukaan
Soal Anggaran ynng Diduga 'Siluman,

* Pemkab Badung Berenca np Naikkan Kesejahteraan PNS

MANGUPURA, NusaBali "Mohon dijelaskan angka Rp 37 mil-
Eksekutif akhirnya buka suara soall liar itu dari mana dan untuk apa saja?"

temuanselisihanggaranpadaKebijakan lkata Sunarta yang juga Bendesa Adat
Umum Anssaran (KUAI dan Prioritas lAbianbase, Kelurahan Kapal, Menswi.Umum Anggaran (KUAI dan Prioritas lAbianbase, n Kapal, Mengwi.

,nyaan demikialPlafon Anggaran Sementara (PPAS)
sebesar Rp 37 miliar. Anggaran sebe-l

Mendapat pertanyaan demikian,
sebesar Rp SZ mitiar. Anggaran sebe-l lKompyangRSwandikalangsungmem--
sar itu tib'a-tiUa muncul paaa nefnl lUeUei-aari mana anggaran itu Serasal.
2016, padahal tidak pernah dibahad lMenurutdiaaneka Rp37 miliardidapat

didapat dari sisa Silpa tahun anggaran lumnya. Soal untul-<apa dana itu, Sekkab
sebelumnya. lBadung itu mengatakan, penggunaan

Pen j elasa n eks ekuti f d i lakukan langgaran tersebut digunakan untuk be-
Ketua Tim Anggaran Pemerintah,ffllani
Daerah (TAPD) Kbhpyan g R Swan d ika, ![ itu untuk hal-hal yang sifatnya penting'
saat raDat bersama Badan Anesaran llielasnya. Misal, untuk pembelian mobil
Daerah ITAPD] Kompyang R Swanclika, !litu untuk hal-hal yang srtatnya pe
saat rapat bersama Badan Anggaran pljelasnya. Misal, untuk pembelian
(BanggarJ di kantor DPRD Badung, pemadam kebakaran (damkar) senilai
Selasa [20/10), yang dihadiri Penjabat Rp 14 miliar dan lain-lain.Selasa [20/10), yang dihadiri Penjabat Rp 14 miliar dan lain-lain.
(PjJ Bupati Badung I Nyoman Harry Terkait dengan kebutuhan armada
Yudha Saka, damkar di Badung dipeflelas lagi sema-damkar di Badung diperjelas lagi sema-

ta-mata untuk kebutuhan. Ia menqakuPada rapat yang dimulai sekitar ta-mata untuk kebutuhan. Ia mengaku
pukul 09.00 Wita tersebut, Koordina- walaupun kendaraan damkar sudah
tor Banggar I Made Sunarta yang juga banyak, tapi tidak ada yang bertangga.
Wakil Ketua II DPRD Badunglangsung "fadi,kalauadakebakarangedungbert-
buka-bukaansoalanggaranyangdiduga 

- ingkat, kami tak berdaya," ujar pejabat
'siluman' itu. Pasalnya anggaran tidak asal Kerobokan, itu.
sepengetahundewan.Karenanya,pada Selain damka4 dana Rp 37 miliar
kesempatan tersebut eksekutif perlu juga digunakan untuk membuat kelas
memberikanpenjelasanagarsemuanya,baru di bgberapa sekolah. Sayangnya,
jelas, tak dijelaskan dengan rinci di mana saja
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alokasi anggaran akan melalui pembahasan dengan dewan,
akan tetapi selama ini hal itu tidak
dilakukan. Raker akhirnya dihentikan
oleh Sunarta, dan meminta eksekutif
memberikan penjelasan secara tertulis.

Menanggapi masalah ngadatnya
hibah itu, Pj Bupati BadungYudha Saka
menegaskan, dana hibah tahun 2015
tidak bisa cair. "Sekali lagi, ini bukan
masalah berani atau tidak berani. Se-
muanya harus sesuai dengan aturan
yaitu Undang-undang 23 Tahun 2074
tentang pemerintah daerah," jelas bi-
rokrat asal Buleleng itu.

Walau demikian, pihaknya menya-
takan dana hibah baru akan dicairkan
pada tahu-n 2016. Bahkan tak bisa
secara cuma-cuma seperti yang sudah-
sudah, mengingat bantuan dana hibah
akan diberikan dalam.bentuk kegiatan.
Pihaknya berjanji akan mengalihkan
proposal dana hibah yang difasilitasi
dewan masuk dalam APBD desa [APB-
Des). Selain APBDes, proposaljuga akan
diwujudkan dalam bentuk kegiatan fi sik
satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Sebenarnya ini masalah nasional, tidak
hanya di Bali. Seluruh Indonesia juga
sudah seperti ini," imbuhnya. 6 as

Kompyang R Swandika juga
takan walau KUA-PPAS sudah d
bukan berarti dikunci dan ter
untuk dilakukan revisi. Sehingga
begitu masih bisa dilakukan revis

Selain masalah anggaranyang d
'siluman' itu, rapat kerja kemarir
kembali menyoal ngadatnya
dana hibah. Ironisny4 saat dewan
persoalkan hibah, eksekutif
memasang tambahan kese
PNS. Tak tanggung-tanggung tam
kesejahtdraan bagi PNS nyaris set
triliun yaitu Rp 408 miliar.
cana penambahan ini berarti
jadi lonjakan cuku besar dibandi
tahun 2015 yang sebesar Rp 311

Tak ayal hal itu membuar gen
gota dewan. "Tambahan pengha
pegawai (TPP) tahun 2015 mencal
3LL miliar, kemudian pada tahun

ri Rp
016
bagi
ttuk

dirancang Rp 408 miliaa itu dibagi
oleh pegawai. Sedangkan hibah
masyarakat justru tidakbisa dica
kata Ketua Komisi III DPRD
Nyoman Saffia.

ung

Sesuai ketentuan adanya pena
han keselahteraan untuk pegawai

ldga

ren-
ter-
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Insp ektorat Diperintalr

UsutPenyertraan

RukorPemkab
Inspektorat juga

diminta menelusuri
kerugian daerah

dari pengelolaan
ruko itu.

NEGARA, Nusa Bali
Inspektorat diperintahkan

mengusut dugaan ruko Pemkab
f embrana di dekat Terminal
Manuver Pelabuhan Gilimanuk
yang diduga disewakan oknum
kelurahan. Selain menelusu ri
kebenaran informasi itu, Inspe-
ktorat juga diperintah melaiak
kerugian daerah yang timbul
dari pe-ngelolaan ru ko yang
diserahkan ke Kelu rahan Gili-
manuk itu.

Sekkab lembrana, I G ede
Gunadnya mengaku baru me-
ngetahui informasi penye-
waan ruko di dekat Terminal
Manuver Pelabuhan Gilima-
nuk itu. Gunadnya mengaku
dapat informasi dari Asisten
I Setda lembrana, I Made Su-
diada yang kebetulan mengi-
kuti rapat kerja bersama
DPnD Jembrana mengenai

kerusal
eran Pu
Giliman
(1,e / ro).

"Kami
kan Ins
at sege
Apaka h
ini bena
dak," te
nadnya
(20 / r0).

Selair
keb ena r
masi per
naan rul
diminta
daerah d
itu. Seba
utan yanl
kan ke K
Perlu di(
tersebut

"Apak
ke kas d
dimana. I

rangan di
Sebe lu

nuk I Ge
memban
waan ru
punguta
mengak

(2

ke

sena-
Segara
Senin

iu- ) e D a I I k n v a.
)ektorat juga penyewa ruko mengung"kap
suri.kerugian hanya ada 6 ruko yang miasiir
gerolaan ruko kosong, penghuni ruko tak
lugaan pung- hanya dari pedagang, tapiiuga
rtt{an dtserah- add buruh hingga cewek kafe
rn Cilrmanuk. di seputaran Gllimanuk. Mer-

eka mengaku menyetor dana
Rp 150 ribu per bulan yang di-
pungut oknum kelurahan. lika
tak punya uang, bisa dibavar
Rp 5.000 per hi ri.

Ruko ini d iba ngun di
era kepemimpinan BuDati
Jem b rana IGede Winasa iada
ta hun 2000. Selanjutnya,
ruko ini diserahkan ke
Kelurahan Gilimanuk untuk
pengelolaannya. 16 od

apa yang sudah
dijalankan, dan
tidak tahu pasti
tentang pungutan
Rp 150.000 per bu-
lan bagi penyewa
ruko. Ia membena-
rkan jika dari 30
unit ruko, 7 unit
ditempati pen-
duduk pendarane
(du ktang) yang pel

rr-
tn.
rst

u-

r
n
t5
ri
u
Si

r
r
u
e
iu

le
u
tli
n
ri
h
li
.a
:l

t,'

b uh.

h.'i lnnya.
ilima-

terse
a me

nan
101.
.ami
Ins

iah
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te
nya
10J.
Ialn
nar
per
rul

nta
rh d

'I

I

akhn send)ufa Segar
r n {r.kt Senirll,i 

' .
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h infprmasnaf atau tl
telang Gu
yal Selasi)ll.
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arfln Intor
rerlyalahgu
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Kf'lqra ha n
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at(f,h memi
d4emh ata

r. l{ita akan
d4ri Iurah,

)lu ln4ya, Lu
G etle. Ngur;
an[aq dugE
rul.o yang
tatr liar te
rk{ {anya

i --------;;;Jfir,- kerjaannya sebagai- Gede Gunadnya pedagang.- Sebaliknva.

ara p ungutan

e mang tn
atau
nm

mbuh
urah C

asuk
,guap
kete-
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enye-

men
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Kasus Dugaan Korupsi

Dua Terdakwa Dit
DENPASAR, NusaBali

Dua terdakwa kasus dugaan ko_
rupsi pavingisasi .Jalan Gajth Mada,
Denpasar, yaitu Alit Wid hiad nva na
AS (Direktur pT Alit Wiraiava) dan
Ngurah Kosala cakrawerthi { bir;ktur
CV Unika Designl dituntut i,S tahun
penjara dalam sidang yanq dieelar
di.Pengadilan Negeri (pN) 5enp"aru.,
Selasa [20l10J. -

Dalam amar tuntutan yans ul-
bacak_an laksa penuntut Umum fipUj,
Agus Suraharta dkkdi hadapan maielis
hakim pimpinan Achmad peien Sjli din-
yatakan jika kedua terdakwa bersalah
sesuai pasal 3 Jo pasal 18 UU norrror
3l tahun 1999 tentang tindak Didand
korupsi yang telah dirubah dengan
UU nomor 20 tahun 2001 tentang
perubahan UU nomor 31 io pasal 55
ayat 1 KUHP

Setelah m e mpertimb a ngkan hal
memberatkan, yaitu kedua terdakwa
tidak mendukung upaya pemerintah
oalam pemberantasan korupsi. Serta
hal meringa0kan bersikap sbpan dan
mengakui perbuatannya, JpU memba-
cakan tuntutan untuk keduanya.,.Men_
jatuhkan hukuman penjara seiama satu
tahun enam bulan ditambah denda Ro
50 iuta subsider tiga bulan peniaraj
uiar JPU dalam tuntutannya.

Majelis hakim akan melaniutkan
srdang pada pekan depan dengan
agenda pembacaan pledoi { oembe_
laan). 'Sidang kita tu;da saru minggu
untuk pledoi," pungkas Peten Sili. S;p-
erti diketahui, kasus ini berawal daii

vingisasi Jalan Gajah Mada I
rtut Hukuman Ringan"

99:ll91ps p4rSFp] Jdan-Gajnh Mada, Oenposa, ydtr Alit WrdhkidKqala C€km\.,,erti u€ai siU"ng at rurir"Al"n ftpikor;;ri#;#;iilrfii
Mada, Denpasar tidak sesuai dengan perencanaan atau

DED (Detail Engenering Design]. Di
antaranya dengan adanya peruba-
nan votume karena tidak dipasangnya
paving di atas iembatan Jalan Caian
Mada. Atas pekerjaannya ini pT Alit
Wirajaya rnenerima pem bava ra n
hingga Rp 2,2 miliar tutit'. t't"rnrn
dari hasil audit BpKp Wilayah Bali
ditemukan realiasasi anggaran negara
Rp 2, 2 miliar sementara nilai fisrx
yang diterima hanya Rp 2. miliar tebih.
Sehingga ada kerugian negara Rp 2 I0.
)+I./Y), E rez

heritage.
pedestrian

dengan anggaran 3,1
tendet didapat

Wirajaya dengan
miliar Selain mene-
tender PT Alit Wira-
Alit Widhiadnyana,

pengawas CV
dipimpin terdakwa

dengan nilai
Penyelewengan

dilakanakan.
pelaksanaan proyek

Edisi
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Pelindo B Dermaga
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bangunan dermaga curah cair di Celukan Bawang yang
Buleleng kemarin.

pembangunan pekerja yang tidak mengetahui
apapun. Karena tidak menemu-
kan siapapun, rombonghn Pol PP
lantas menuju kantor Pelindo Ill
Celukan BaWang.

Di,situ, rombongan Pol PP
hanya ditemui oleh seorang
staf umum Pelabuhan Celukan
Bawang Antok Dewanto. "Kami
sudah tiga kali kesini, pertama
kami tidak temukan siapapun di
lokasi, kedua kami kesini sudah
minta agar pihak Pelindo lll da-
tangke kantor untuk menjelaskan
perizinan,.tapi juga tidak ada
respon, Sekarang kami kesini lagi
juga lelum mendapat penjelasan
apapun, tapi kami tetap minta

Meski proyek itu
milik Badan Usaha
Milik Negara yang

berhubungan
langsung dengan

Pemerintah Pusat,
kegiatan itu harus
mengikuti aturan

yang ada di kabu-
paten.

SINGARAJA, NusaBali
PT Pelabuhan Indonesia III,

Celukan Bawang tengah mem-
bangun sebuah dermaga baru
di kawasan Pelabuhan Celukan
Bawang. Dermaga itu nantinya
diperuntukkan sebagai dermaga
curah cair yang posisinya tidak
jauh dari dermaga dari sebuah
perusahaan semen.

Namun, belakangan diketa-
hui pembangunan itu disinyalir
belum kantongi izin mendirikan
bangunan flMBl dan izin lainnya
dari Pemkab Buleleng. Satpol PP
Pemkab Buleleng yang kembali
turun untuk ketiga kali ke lokasi,
Selasa (20/10) sian& mengancam

Rombongafr Satpol PP yang
dipimpin langlung Kepala Radan
Satpol PP, I lilade Budi Astawa,
tidak menemlrkan peiabat yang
bisa membe fikan keterangan
terkait proy( < tersebut. Rom-
b918a1!any; diterima seorang

LOKASI
didatangi

menyebut, der-
r itu dibangun

nteterke ten-
rr 2 meten Dalam
idak disebutkart
mun proyek itu
PT Adhi. Karya

rak 10 Februari

Edisi z pahq.,,?-t orebr@t'
Hal i Ll

menutup
tersebut.

Data di
maga curah
dengan panja
gah laut, dan
papan
nilai r

bertanggal
2015.
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HARTAN Irnttll|t:

sff
funb-n7art - - '

harus mengikuti af urariyang
di kabupaten. Malalahnya lia
paten selain memiliki Pera
Daerah (PerdaJ, juga sebagai'
rumah dari kegiatan tersebu

mesti disampaikaq juga k'e
Sehingga eehrkab.lliuieleng j
mengetahui pembapgunan itu.
[Pelabuhan Celukap Bawangr

Budi Astawa jr|ga memi

ada kejelasan dari pemilik proy
menjelaskan periziipn yang sui

minta agar pihak P$lindo III,

'dqtang ke Kantor na[an'Sapoi
"Nanti kita lihat perkbmbaneanr

;.a1, kaqi terpaksa segel kegia
ItU. utndasnva.

Sementara, staf umum pelal
han_Celukan nawariS Antok I

wanto menyebut, dari dokumen
yang ada, pembangunan dermaga
curah cair itu telah kantongi UK[/
UPL dari Pemprov Bali..Namun, ia
sendiri kurang mengerti secaraI s€nqln Kurang mengerti secara

I detail tentang proyek tersebut.
t "secara tata kiama-semua kegia-
J tan dalam pelabuhan menjadile-
t wenangankesyahbandaranotori-* tas pelabuhan, silakan dikonfir-
n masi ke sana," ujarnya singkat.
rr Di tempat yang sama perbekel

Desa Celukan Bawang M Azhari
yang mendampingi rombongan
Satpol PP menyebut, pembangu-
nan dermaga curah cair itu sudahi disosialisa-sikan pihak pelindo

) kepada masyarakat. Bahkan se-- ingatnya, dalam sosialisasi itu di.
hadiri sejumlah pejabat dari Dinas

a Perhu-bungan dan pejabat lainnya.refrruoungan oan pe]aDat lalnnya.
"Waktu sosialisasi itu sudah

disebutkan kajian UKL/UpL, ka-
rena sudah ada seperti itu, saya
kira perizinannya sldah lengkap,
Apalagi ada pejabat instlnii
terkait juga hadir;" terangnya.

Menurut Perbekel M Azhari,
terkait dengan pembangunan
itu, pihaknya .sgdqh pindah-

, I kan kuranglebih 20 nelayan
- | yang sebelumnya tempati lokasi

proyek sebagai iempat iambatkan
perahu mereka. Para nelayan itu
kini dipindah ke tempat lain yane
sudah disetujui nelayan. 6 Ltg-

L

Edisi

Hal

agar pihak Pehndo tetap
ke kantor," kata Kepala
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Perusda

JajaranPerusahaanDaerah struktur
(Perusda) Bali mengklaim akan kami ka
mengoptimalkanpemanfaatan juga fas

Moddi

perizina
Selain

al<an rne
takhirka

ruas tol
dimulai 

1

Bebe
um l1ya,
Waskita
saat me.
mengata
mengga
akan me
Mandara.

Feri n.r

WTR me
haan War
melakuka
pembangu
donesia. Sa

r!4"tlli

perusda Bali retapi
seKltarharusmenyiapkan ."'al's

modal awal Rp *o#j,tu

1,25 miliar dari :::lf,l:
anggaransebesar sebelum

Rp 25 triliun, untuk ililg:i;
pembangunan i:::^i;

empat ruas jalan 
'g:,9.

to l. .,.,')i'1',
naan Oal

DENPASAR, NusaBali besar ini.

aset yang dimiliki sebagai salah syarakat
satu u!3ya untuk pemenuhan akan dil

modal awal pembangunan em-
pat ruas jalan tol, bekerja sama
dengan salah satu anak perusa-
haan PT Waskita Karya.

"Kami harus menviapkan
niodal awal sekitar Rp 

^1,25

miliar. Kami harus punya modal
untuk itu," kata Direktur Utama
Perusda Bali I Nyoman Baskara,
di Denpasar; Selasa (20/10).

Untuk pemenuhan modal
awal itu, pihaknya akan mem-
percepat penyelesaian Taman
Tohpati, Denpasar, serta men-
goptimalkan aset lainnya di
kawasan Kreneng, Denpasar
yang diberikan hak sewa men-
jadi Mandara Graha.

"Memang untuk keseluruhan
biaya yang diperlukan sekitar
Rp 25 triliun, itu sr.rdah rerma-
suk untuk pembebasan lahan.

di Bersiap

:ategis yang ltarr,rs
cian peran Pemsda
ator kepada ma-
laerah-daerah yang

termasr,rk proses

lanhl
k modal awal itu

telah diakuisisi

20 miliar, dan Pe-
perlu menyiapkan
ia4" ucapnya.
Toll Road [WTR]
ah_satLr anak pe-

Waskita Karya
menyatakan akan

Lg Perusahaan Dae-
uk merealisasikan

ngunan empat
njang L25 kilo-

n mengawal dalam
proses pefenca-
ialisasi dari ide

merupakan infra-

a," kata Baskara.
, Perusda Bali juga
pdate atau memu-

oleh WTR.
"Langkah ini merupakan

sala,h satu prasyarat bagi
Waskita sebagai pemrakarsa
pembangunan jalan tol di Bali.
Terbentuknya Waskita Bali
Mandara merupakan perkem-
bangan positif daiam rencana
pembangunan jalan tol di Bali,"
uJarnya.

Empat ruas jalan tol yang
rencananya dibangun antara
lain ruas Kuta-Canggu-Tanah
Lot-Soka sepanjang 28 kilo-
meter, Soka-Pekutatan 25,L
kilometer, Pekutatan-Gilima-
nuk 54,4 kilometer dan Peku-
tatan-Lovin a sepanjang 46,7
kilometer. Untuli rahailawal,
pihak Waskita rencananya akan
menggarap ruas Kuta-Canggu-
Tanah Lot-Soka. 6 a4t

udi kelayakan IFSJ
roangLlnan empat
sebut yang alian
t 20].6.
a wal<tu sebel-
el<tur I(euangan
Road Feri Purwadi
ui Gubernur Bali
pihaknya dengan
ng Perusda Bali
ntuk Waskita Bali

mukakan bahwa
rkan anak perusa-
L. Karya yang fokus
rnvestasi dalam

tol di seluruh In-
ini, delapan badan

Edisi z pabu,4 eLLokJ za6
Hal : -3


